BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
Penegakan Hukum Oleh POLDA DIY Terhadap Penggunaan Airsoft Gun
Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Penegakan hukum yang diambil oleh POLDA DIY apabila terjadi
penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan airsoft gun meliputi
beberapa tindakan seperti tersebut dibawah ini :

a. Tindakan preemtif meliputi penyuluhan, sosialisasi mengenai syarat
kepemilikan dan penggunaan airsoft gun, pendampingan dalam setiap
kegiatan, serta audit berkala atas kepemilikan airsoft gun.

b. Tindakan preventif meliputi razia terhadap standart penggunaan airsoft
gun.

c. Tindakan represif yaitu menindak pelaku yang melanggar ketentuan
kepemilkan dan penggunaan airsoft gun berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

Adapun langkah-langkah Kepolisian Daerah DIY dalam melakukan
pengawasan terhadap penyalahgunaan airsoft gun dilakukan secara

menyeluruh oleh aparat kepolisian agar masyarakat yang memiliki dan
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menggunakan airsoft gun tersebut dapat dipantau dan diawasi secara ketat,

yaitu dengan :

a. Monitoring dan mengawasi para pemilik airsoft gun secara berkala.

b. Melakukan tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan pemilik
airsoft gun dengan tujuan agar airsoft gun tersebut tidak
disalahgunakan.

c. Memeriksa keberadaan airsoft gun secara rutin dan berkala agar tidak
disalahgunakan dan tidak dipindah tangankan.

d. Melakukan pendataan atau audit secara berkala terhadap komunitas
airsoft untuk mengetahui keanggotaan sekaligus inventarisasi airsoft
gun yang dimiliki oleh para anggota komunitas yang bersangkutan.

e. Melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan airsoft gun.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis

berikan adalah sebagai berikut :

1.

Kepolisian agar membuat regulasi khusus tentang proses perolehan izin
kepemilikan dan penggunaan airsoft gun yang didalmnya termuat juga
tindakan yang harus dilakukan Kepolisian terhadap setiap penyalahgunaan
airsoft gun mengingat meskipun ini bukanlah senjata mematikan namun
apabila disalahgunakan dapat merugikan bagi pengguna maupun

masyarakat.
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2. Pengawasan dari Kepolisian agar lebih diperketat terhadap peredaran
airsoft gun dikalangan komunitas. Hal ini mengharuskan konsistensi dari
aparat Kepolisian dalam proses pengawasan tersebut.

3. Bagi komunitas airsoft, agar lebih memperketat seleksi terhadap
keanggotaannya, sebab hal ini merupakan titik awal dan rentan terhadap

penyalahgunaan airsoft gun.
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